b W
YL
-..:"3 u '_ﬁ__\'
PROVINSD BANTEN
REPUTUSAN

DEWAN PERWARILAN RARYAT DAERAN KROTA SERANG
NOMOR 0883237 30 KEP DPRD/XI/ 20258

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAN
USUL DPRD KOTA BERANG
UNTUR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH
ROTA SERANG

Menimbang :  a.  bahwa dalun rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22
Aval (5] Peraturan DPRD Nomor | Tabun 2025 lentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh Keputusan
Bapat Pargpuma atas usulan rancangan Pevda berupa:
I, persehuuan,
2, persetujuan dengan pengubanhan; ataun
A, penolakan,

b bahwa usul  ravcangan Perda i DPRD  ditetapkan

berdasarkan Keputusan dalam vapat paripuorn;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksnd
pacda buruf a dan haral b i stas perda menetapkoan
Keputusan  DPRD  tentang  Program  Pembentukan
Peraturan Daerah usul DPRD Tahun 2026,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor A2 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kota Serang o Provinsd
Banten {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 118, Tambahan Lembaran  Negaora Bepubhik
Indonesia Namor 47T48);

2, Undang Undang  Nomor 12 Tahun 20011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang: Undangan {Lembaran
Negara Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 523) sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedon atas Undang Undang Nomor 12
Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143,
Tumbahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintabian  Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2004 Nomor 294, Tambalen Lembaran
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Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagmimani
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (entang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tenilang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomeor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 81) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 1 Tshun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang
Nomor 101,

1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Serang
tanggal 6 November 2025;

3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Serang Tanggal 10
November 2024,

MEMUTUSKAN :

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD Kota
Serang untuk Program Pembentukan Peratuan Daerah Tahun
2026;

Raperda Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;

Rancangan Peraturan Daerah Usul Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Serang untuk selanjutnya disampaikan kepada
Wali Kota Serang;

Biaya yang tmbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada APBD Kota Serang;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 November 2025
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Lampiran :Keputusan DPRED Kota Serang

Nomor

Tanggal

: 188.342/ 31 Kep-DPRD/XI/2025
: 10 November 2025

PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD KOTA SERANG TAHUN 2026

No | JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS DISERTAI UNIT/INSTANS TARGET | Kt:'r_l
PELAKSANAAN I PENYAMPAIAN |
BARU | UBAH NA | PENJELA |
SAN/KET |
ERANGAN
{1 [2) (3 {#) (5] [6) (7] 18] (9] (10 {11} [13)
1 | PERDA |Jarnngan Udlitas | 1. Perencanaan BARU . Undang-Undang | NA KOMIS! 3 DAN 2026 |
Terpadu Infrastruktur Nomaor 23 Tahun KOMISI &
Jaringan 2014 tentang
Utilitas; Pemerintahan
2. Penyelenggaran Dacrah
n Infrastruktur (Lembaran
Jaringan Negara Republik |
Utilitas; Indonesgia Tahun
3. Relokasi; 2014 Nomor 244
4. Perizinan; Tambahan
5. Pengawasan Lembaran Negara |
dan Republik |
Pengendalian; Indonesia Nomor
dan 5587)
6. Monitoring dan se i
Evaluasi. telah diubah [
beberapa kali
terskhir dengan
schagaimana
telah beberapa
kali diubah
terakhir dengan

Undang-Undang
MNomor 6 Tahun
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2023 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Menjadi Undang-
Undang
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2023 Nomor 41,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6856);
Undang-undang
Nomor 26 Tahun
2007, Tentang
Penataan Ruang;
Undang-Undang
Nemor 18 Tahun
1999 tentang
Jazs Konstruksi
(Lembaran

1999 Nomor 54
Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 3833);

. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran
Negara Tahun
2004 Nomor
5,Tambahan
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Lembaran Negura
Namor 4355);

. Undang-Undang

Nomor 38 Tahun
2004 tentang
Jalan (Lembaran
Negara Tahun
2004 Nomor 132
Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 4444);

. Undang-Undang

Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan
(Lembaran
Negara Tahun
2011 Nomor B2
Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 5234);

. Undang-Undang

Nomor 30 Tahun
2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara Tohun
2014 Nomor 292
Tambahan
Lembaran Negara
Nomor S601);

. Peraturan

Pemerintah
Nomor 34 Tahun
2006 tentang
Jalan (Lembaran
Negara Tahun

e
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" 2006 Nomor B6

Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 4655);

. Peraturan

Pemerintah
MNomor 27 Tahun
2014 tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

(Lembaran
Negara Tahun
2014 Nomor 92
Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 5533);

10.Peraturan

Pemerintah
MNomeor 46 Tahun
2021,

11.Peraturan

Menteri
Pekerjaan Umum
Nomor
20/PRT/Mf2010
tentang Pedoman
Pemanfaatan
Dan Penggunaan
Bagian-Bagian
Jalan (Berita
Negara Tahun
2010 Nomor
713).

| PERDA | Pendidikan 1. Menginternalisa | BARU Pelaksanaan dari : KOMISI 1 2026
Pancasila sikan nilai-nilai 1. Undang-Undang
Wowasan Pancasila Nomor 20 Tahun
Hebangsaan dalam 2003 tentang
kehidupan Sistem
sehari-hari Pendidikan
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j masynmakat, Nonslonal;
| Khususnva 2. Undung-Undang
peserta didik. Nomor 23 Tahun
. Membentuk 2014 tentang
gonerasi  mucda Pemerintahan
| vung  memiliki Daemh
! ' Jiwa sebagaimana
| nasionalisme, telnh bebernpa
cinta tanah air, kali diubah
| dan  semangat terakhir dengan
{ persatuan. Undang-Undang
| . Memperkuat Nomor 6 Tahun
| ketahanan 2023 tentnng |
' ideologi bangsa Penetapan
| dari ancaman Pernturnn |
‘ radikalisme, Pemerintah |
intolernnsi, dan Pengzanti
[ disintegrasi. Undang-Undang |
| . Membernkan Momaor 2 Tehun
[ kepastian 2022 tentang [
| hukum  bagi Cipta Kerja
: pemerintah menjadi Undang-
[ daerah  dalam Undang.
’ menyelenggara 3. Undang-Undang
kan pendidikan Nomor 17 Tahun |
WEWESAT 2023 tentang
| kebangsaan Pendidikan dan
| secara Layanan
terstruktur. Keagnmaan |
4, Peraturan
Pemerintah '
Nomor 57 Tahun |
2021 tentang
.‘ Standar Nasional |
. Pendidikan |
l sehagnimana [
telah diubah
| ﬂllllll-ﬂ |
[ Peraturan
| Pemerintah ]
Nomor 4 Tahun |
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— masyarakat,

khususnva
pesertn didik,

. Membentuk

genornai muda
vang  memiliki
Jiwn

nasionalisme,
cinta tanah air,
dan scmangat

Nasional;

. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimann
telnh heberupa
kali diubah
terakhir dengan

persatuan. Undang-Undang
. Memperkuat Momor 6 Tahun
ketahanan 2023 tentang
ideologi bangss Penetapan .
dari ancaman Peraturan
radikalisme, Pemerintah |
intoleransi, dan Pengganti
disintegrasi. Undang-Undang
. Memberikan Mamor 2 Tahun
kepastian 2022 tentang
hukum bag Cipta Kerja
pemerintah menjadi Undang-
darrah dalam Undang.
menyelenggara . Undang-Undang
kan pendidikan Nomor 17 Tabun
WEWASAN 2023 tentang
kebangzaan Pendidikan dan
secara Layanan
terstruletur, Keagamaan
. Peraturan
Pemerintah
Nomor 57 Tahun
2021 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
schagalmana i
telah diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nemor 4 Tahun
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| 2022 tentang T |
Perubnhan Atas
Pemerintah
Nomeor 57 Tahun
2021 tentang
Standar Naslonal
Pendidikan;
5. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 71
Tahun 2012
tentang Pedoman
Pendidikan
Wawasan
Hebangsaan.
PERDA | Penyelengguraan |1, Memberikan BARU Pelaksanaan dari BAPEMPERDA 2026
Sistem dasar hukum 1. Undang-Undang
Pendidikan daerah untuk Nomor 20 Tahun
menyelenggaraka 2003 tentang
n sistem Bistem
pendidikan yang Pendidikan
selaras dengan Nasional;
Standar Nasional 2, Undang-Undang
Pendidikan. Nomer 23 Tahun
. Menjamin 2014 tentang
keterjangkauan, Pemerintahan
pemerataan, dan Daerah
mutu layanan sebagaimana
pendidikan dari telah beberapa
PAUD hingga kali diubah
menengah di terakhir dengan
wilayah Kota Undang-Undang
Serang, Nomor & Tahun
. Mengintegrasika 2023 tentang
| n muatan Penetapan
I karakter daerah Peraturan
I ke dalam Pemerintah
! muatan lokal. Penggant
| . Menetapkan Undang-Undang
| mekanisme (ata Nomor 2 Tahun
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kelola,
pembiayaan,
pengnwasan,

dan evalunsi
pendidikan di
tingkat daerah,
Menvediakan
dasar hukum
bagi SNergi
antara
Pemerintah Kota,
lembaga
pendidikan,
masyarakat, dan
pihak swasta
dalam
penyelenggaraan
pendidikan,

3.

P

2022 wentang
Cipta Kerjn
mernjadi Undang-
Unelang.
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun
2023 tentang
Pendidikan dan
Layanan
Keagnmaan;
Peraturan
Pemerintah
Nomor 57 Tahun
2021 tentang
Btandar Naslonal
Pendidilean
scbagalmann
telah dinbah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 4 Tahun
2022 tentang
Perubahan Atas
Pemerintah
Nomor 57 Taehun
2021 tentang
Standar Nasional
Pendidilean;

. Permendikbudrist

ek No.22 Tahun
2023 tentang
Standar Sarana
dan Prasarana
pada Pendidikan
Anak Usla Dini,
Jenjang
Pendidikan Dasar
dan Jenjang
Pendidikan
Menengah.
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| Penveienggaraan

Keschatan Hewan

Bia

Memberikan
Kepastian
hukum;
Memberikan
perlindungan
dan
peningkatan
kualitas
sumber dayva
Hewan  yang
efeluil dan
efisien;
Mewujudkan
Kesehatan
Hewan;
Melindungi
kesehatan
manusia dan

dan uszha

Kesshatan
Hewan  yang
:ngju. berdaya

berkelanjutan
pangan  yang

aman, schat,
utuh, dan halal.

2.

. Undang-undang

Nomar 21 Tahun
2019 tentang
Karanting Hewan,
Ikan dan
Tumbuhan;
Undang-undang
Nomor 8 Tahun
1999 tentang
Perlindungan
Konsumen;
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun
2009 tentang
Peternakan dan
HKeschatan
Hewan yang telah
diubah terakhir
kali dengan
Undang-Undang
Nomor & Tahun
2023 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengzanti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja;
Peraturan
Pemerintah
Nomor 95 Tahun
2012 tentang
Keschatan
Masyvarakat
Veteriner dan
Kesejahteraan
Hewan;
Peraturan
Pemerintah

NA

BAPEMPERDA | 2024

Dipindai dengan CamScanner



Nomor 46 Tahun
2014 tentang
Pengendalian
dan

Penanggulangan
Penvakit Hewnan.

Ditctapkan di Serang
Pada tanggal 10 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
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